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ABSTRAK 

Skripsi ini berjudul “Reformulasi Kewenangan Komisi Pengawas 

Persaingan Usaha (KPPU) sebagai quasi judicial dalam Pemberantasan 

Persaingan Tidak Sehat”.  Isu hukum yang diangkat dalam penelitian ini adalah 

ratio legis keberadaan KPPU, reformulasi kewenangan yang dimiliki oleh KPPU.  

Penelitian ini adalah penelitian hukum, dengan menggunakna Pendekatan 

perundang-perundang (Statue Approach), pendekatan konseptual (Conceptual 

Approach), dan pendekatan perbandingan (Comperative approach). 

Hasil dari penelitian ini adalah : 1) ratio legis keberadaan KPPU 

berdasarkan pada asas welfare state yang telah dianut oleh Indonesia, asas 

tersebut dilandasi oleh aspek filosofik untuk mewujudkan tujuan Negara dan 

menegakkan demokrasi ekonomi, aspek yuridis dikarenakan aturan sebelumnya 

belum memadai, dan aspek sosiologis karena pada saat itu Indonesia mengalami 

krisis moneter yang mengakibatkan iklim persaingan usaha terganggu, selain itu 

KPPU memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi sehingga bersifat quasi 

judicial tetapi peradilan yang dimiliki oleh KPPU tidak termasuk kedalam 

kekuasaan kehakiman. 2) reformulasi kewenangan yang dimiliki KPPU bertujuan 

untuk memperkuat kedudukan KPPU sebagai penegak hukum satu-satunya dalam 

hal persaingan usaha, reformulasi yang diinginkan disini adalah terjadinya 

pemisahan kewenangan yang dimiliki oleh KPPU, dengan melepaskan 

kewenangan peradilannya dan membentuk suatu peradilan khusus dibawah 

pengadilan negari yang otomatis akan termasuk kedalam ruang lingkup 

Mahkamah Agung akan membuat kedudukan KPPU dalam penegakan hukum 

akan semakin kuat. 

Penelitian ini merekomendasikan, seyogyanya pemerintah melakukan 

revisi terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek 

monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dengan mempertimbangkan 

kewenangan KPPU dalam menjatuhkan sanksi administrasi saja, seyogyanya 

KPPU diberikan penguatan dalam kewenangannya dengan melepaskan 

kewenangan peradilannya akan membuat KPPU semakin kuat. 

 

Kata Kunci : Kewenangan, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, quasi judicial 

 

 

 

 

 



 

 
 

ABSTRACT 

This thesis is entitled "Reformulation of the Authority of the Business 

Competition Supervisory Commission (KPPU) as a judiciary in the Eradication of 

Unfair Competition". The legal issue raised in this study is the ratio approved by 

the KPPU, reformulating the permits held by KPPU. This research is legal 

research, with the use of State Approach, Conceptual Approach, and Comperative 

approach. 

The results of this study are: 1) KPPU's legislation ratio based on the 

welfare state that has been adopted by Indonesia, as based on philosophical 

aspects to achieve the State's goals and enforce economic policies, juridical 

schemes related to what has been provided before, and sociological aspects 

because that, Indonesia issued a budget issued by the KPPU that did not require a 

court, but also for the courts related to KPPU it was not included in the authority 

of the judiciary. 2) reformulation of the authority possessed by the KPPU that has 

been approved to strengthen the position of KPPU as the only law enforcer in 

terms of business competition, the reformulation requested here is sponsored by 

KPPU, with licenses supported by the judiciary and made special courts discussed 

by the State automatically Agung will make KPPU's position in law enforcement 

stronger. 

This study discusses, the government should revise Law No. 5 of 1999 

concerning the prohibition of monopolistic practices and unfair business 

competition by requesting KPPU's permission to impose administrative penalties 

only, should the KPPU request its assistance in accordance with its licensing and 

will ask the KPPU to produce more. 

Keywords: Authority, Quasi Judicial, Business Competition Supervisory 

Commission 
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